
Kepala Bidang Keterse-

diaan, Pengawas dan

Pengendalian Perdagang-

an Dinas Perdagangan

Kota Yogya Sri Riswanti,

membenarkan hal terse-

but. "Iya hari ini (kemarin)

yang terakhir. Kami gelar

di Kemantren Paku-

alaman. Hari ini juga

bersamaan dengan pasar

murah di Kampung Bu-

men Purbayan Kotagede

yang diselenggarakan

Disperindag DIY,"

ungkapnya, Senin (18/3).

Pasar murah yang dige-

lar di tiap kemantren dim-

ulai sejak 26 Februari

2024 lalu dengan lokasi

pertama di Kemantren

Jetis. Setiap hari pada

hari kerja lokasinya ber-

pindah dari kemantren

satu ke kemantren lain.

Dalam gelaran pasar mu-

rah kemantren, sejumlah

komoditas yang dijual ke

masyarakat antara lain

beras, gula pasir, minyak

goreng, tepung terigu dan

tepung beras.

Pemkot Yogya bekerja

sama dengan Bulog dan

toko retail untuk meng-

gulirkan kegiatan terse-

but. Khusus untuk beras

total disediakan 68 ton

yang didistribusikan ke 14

kemantren di Kota Yogya.

Masing-masing dicukupi

oleh Bulog sebanyak 34

ton dan toko retail yakni

Manna Kampus, Maga

Swalayan dan Toko

Lestari sebanyak 34 ton.

Diakuinya, dari sejum-

lah komoditas tersebut be-

ras merupakan yang pa-

ling diburu oleh masyara-

kat. Hal itu wajar karena

harga beras di pasaran

masih terpantau tinggi.

Sedangkan harga yang di-

patok dalam pasar murah

dapat ditekan karena ada

subsidi yang diberikan

oleh Pemkot Yogya. Untuk

beras sudah dikemas

ukuran lima kilogram per

kantong. Harga beras

SPHP jenis medium per-

kantong mencapai Rp

51.000 dan beras jenis pre-

mium perkantong ukuran

lima kilogram dihargai Rp

69.500. Masyarakat boleh

menebus maksimal dua

kantong untuk beras

SPHP jenis medium, dan

satu kantong jenis premi-

um. "Sasaran yang bisa

membeli ialah warga di

kemantren setempat de-

ngan menunjukkan KTP,"

imbuh Riswanto.

Menurutnya, dari bebe-

rapa warga yang ia temui

selama pasar murah ke-

mantren digelar, sangat

mengharapkan agar

kegiatan tersebut menjadi

agenda rutin. Hal ini kare-

na di samping momentum

yang cukup tepat,

kegiatan pasar murah se-

lama ini sangat ditunggu-

tunggu oleh masyarakat. 

"Kami sudah mengagen-

dakan sebanyak empat

kali dalam satu tahun.

Tahap pertama sudah di-

awali kali ini, kemudian

nanti akan dilanjutkan pa-

da Juni, September dan

November," tandasnya.

Kegiatan pasar murah

sekaligus bagian dari in-

tervensi atau stabilitasi

harga baik yang ada di

pasar maupun di wilayah.

Keterlibatan toko ritel

dalam pasar murah juga

mampu memberikan nilai

lebih bagi masyarakat.

Pasalnya, toko retail terse-

but dipersilakan menjual

komoditas tambahan

seperti kecap dan lainnya

namun dengan harga pro-

mo dari toko. Dengan begi-

tu masyarakat atau pem-

beli bisa mendapatkan pil-

ihan yang beragam.

Sedangkan dalam

menghadapi Lebaran pi-

haknya akan lebih

mengedepankan agenda

pemantauan-pemantauan

di distributor dan toko ri-

tel. Baik di pasar rakyat

maupun pasar modern un-

tuk memastikan pasokan

tetap aman dan harga ju-

ga stabil. (Dhi)-f
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Tak Pernah Sepi Pembeli, Warga Minta Dirutinkan

YOGYA (KR) - Persoal-

an sampah di DIY sam-

pah saat ini belum bisa

ditangani secara tuntas.

Oleh karena itu menje-

lang diberlakukannya

program desentralisasi

secara penuh, Pemda DIY

terus melakukan koordi-

nasi dengan Pemkot

Yogyakarta berkaitan de-

ngan masalah sampah.

Karena TPA Regional

Piyungan rencananya

akan resmi ditutup pada

15 April. Kondisi itu

mengharuskan kabupa-

ten/kota bergerak cepat

untuk menyelesaikan ma-

salah sampah.

"Sampai saat ini Pemkot

terus berupaya mening-

katkan kapasitas pengola-

han sampah dengan mem-

perpanjang waktu opera-

sional Tempat Pengolahan

Sampah Reduce Reuse

Recycle (TPS 3R). Salah

satunya yang berlokasi di

Nitikan maupun Ka-

rangmiri. Hal itu di-

lakukan berkaitan adanya

penundaan penggunaan

lahan pinjam pakai di TPA

Regional Piyungan yang

rencananya akan digu-

nakan untuk mengolah

sampah menjadi bahan

bakar atau refused de-

rived fuel (RDF)," kata

Kepala Dinas Lingkungan

Hidup dan Kehutanan

(DLHK) DIY, Kusno Wibo-

wo di Yogyakarta, Senin

(18/3).

Dikatakan, awalnya

Pemkot berencana untuk

pinjam pakai sebagian la-

han sekitar 2.600 meter

persegi untuk pengolahan

sampah menjadi RDF di

TPA Regional Piyungan.

Namun karena ada peno-

lakan warga dan periz-

inan lokal belum selesai.

Pemkot akhirnya menco-

ba mencari alternatif lain

yaitu dengan meningkat-

kan kapasitas TPS 3R di

beberapa tempat untuk

meng-handle penundaan

di TPA Piyungan. Tin-

dakan itu dilakukan de-

ngan harapan bisa mem-

perpanjang waktu opera-

sional.

"Kebijakan desentral-

isasi sampah atau penge-

lolaan sampah secara

mandiri tiap kabupaten/

kota masih berjalan sesuai

rencana yakni pada

pertengahan April 2024

mendatang.Secara hitung-

an matematis, TPA Pi-

yungan diperkirakan

akan penuh per 15 April

2024 mendatang, apabila

perharinya masih me-

nampung 350 ton sampah

dari Kota Yogya, Sleman

dan Bantul," terang

Kusno, seraya menam-

bahkan, jumlah tersebut

diprediksikan bisa me-

ningkat dengan adanya

momentum libur Idul

Fitri.

Terkait menumpuknya

sampah di sejumlah depo

di Kota Yogya, Kusno me-

nyatakan sudah ada per-

mintaan angkutan khusus

dari Pemkot Yogya. "Me-

mang ada permintaan

pengangkutan khusus,

tapi semua itu tetap se-

suai dengan hitungan dan

akan terus dievaluasi ka-

mi," ujarnya.           (Ria)-d

YOGYA (KR) - Pasar murah kemantren
tahap pertama yang difasilitasi Dinas
Perdagangan Kota Yogya mendapat sambut-
an antusias dari masyarakat. Setiap kali di-
gelar secara bergiliran di tiap kemantren, ti-
dak pernah sepi pembeli. Warga bahkan me-
minta agar pasar murah kemantren menjadi
agenda rutin.

APRIL, TPA REGIONAL PIYUNGAN DITUTUP

Kabupaten/Kota Dituntut Bergerak Cepat

PROGRAM TEPAT SASARAN, WARGA DIMUDAHKAN AKSES LAYANAN

Segera Realisasikan Sistem Satu Data Terintegrasi
YOGYA (KR) - Sistem satu data

terintegrasi yang berbasis Nomor

Induk Kependudukan (NIK) di-

harapkan dapat segera direalisas-

ikan. Melalui perangkat tersebut

maka masyarakat selaku pengak-

ses layanan akan dimudahkan ser-

ta program pembangunan yang

digulirkan pemerintah pun bisa se-

makin tepat sasaran.

Anggota Komisi A DPRD Kota

Yogya dari Fraksi Partai Golkar

Nur Anita Owiwanti Putri MG, SP

menjelaskan satu data terintegrasi

sudah menjadi keniscayaan pada

era perkembangan digital.

"Sekarang mau akses kesehatan,

pendidikan, perizinan dan lain-lain

membutuhkan banyak persyarat-

an. Kartu yang digunakan juga

bermacam-macam. Seharusnya

bisa cukup dengan satu kartu saja

jika sistem satu data sudah terinte-

grasi," tandasnya.

Ita, sapaan akrabnya mencon-

tohkan ketika warga hendak melaku-

kan pemeriksaan kesehatan harus

menyiapkan berbagai kartu. Misalnya

dari puskesmas berpindah ke fasilitas

kesehatan lain pun seringkali harus

dilakukan pemeriksaan administrasi

lagi dari awal. Setiap rumah sakit juga

menerbitkan kartu peserta sendiri-

sendiri. Begitu pula untuk mengakses

jaminan pendidikan minimal harus

menyiapkan kartu miskin, Kartu In-

donesia Pintar maupun Kartu Pelajar.

Oleh karena itu jika satu data su-

dah terintegrasi, maka semua in-

stansi atau OPD bisa mengakses-

nya secara terpadu. Dengan men-

dasarkan pada NIK maka database

masyarakat sudah bisa diakses.

OPD teknis juga dapat menggu-

nakan sesuai kebutuhan pela-

yanan. "Ini juga bisa digunakan un-

tuk sasaran program pemerintah.

Misalnya kegiatan pelatihan, peser-

tanya jangan hanya itu-itu saja.

Kalau sudah pernah mengikuti,

maka dalam data sudah tercantum

sehingga tidak bisa dobel. Sis-

temnya otomatis akan menutup ak-

ses agar bisa diganti yang lain se-

suai sasaran," jelasnya.

Selain itu, SDM di tiap OPD juga

harus bisa menyesuaikan. Setiap

progres layanan harus langsung di-

update dalam sistem. Dengan begi-

tu bagi warga yang tengah meng-

ajukan layanan publik terutama

perizinan maka pentahapannya

bisa diketahui. Apalagi Kota Yogya

juga telah memiliki aplikasi Jogja

Smart Service (JSS) sehingga akan

lebih mudah dalam merealisasikan

satu data terintegrasi.

Dinas Komunikasi Informatika

dan Persandian Kota Yogya, imbuh

Ita, sebenarnya sudah menggagas

sistem atau aplikasi tersebut.

Hanya masih terkendala dengan

teknis kebijakan di tiap OPD.

"Seharusnya ego sektoral tiap OPD

dikesampingkan dulu. Parameter

layanan kan sudah cukup jelas.

Jangan sampai kemudian muncul

kebijakan sendiri-sendiri. Satu data

ini kan untuk kepentingan semua

pihak. Seharusnya bisa segera dire-

alisasikan sembari jika muncul per-

soalan teknis bisa dijadikan evalu-

asi," urainya.                            (Dhi)-f

Nur Anita Owiwanti Putri MG SP

Fraksi Partai Golkar
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